Eastern Indonesian Regional Development Studies
Dasar Pemikiran :

1. Kesadaran bahwa kita telah berada di mihwar mu’asasi, yang dituntut untuk segera menyiapkan segala perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mengelola Negara di mihwar berikutnya, maka harus ada bagian dari jama’ah ini yang berkhidmah untuk secara serius dan intens untuk mengumpulkan & menghimpun data, menganalisanya dan mnyajikannya secara utuh dan komprehensif kepada qiyadah sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan strategis.

2. Secara jujur kita akui bahwa peran tersebut  belum ada yang melakukannya secara professional dan intragatif, dan pada akhirnya selama ini kita lebih banyak bertumpu dan mengandalkan argumentasi kebijakan kita kepada hasil kajian & analisa pihak eksternal tanpa pernah kita memiliki source data-nya ,yang tentu saja akan selalu dirahasiakan oleh mereka (asset rahasia mereka).
3. Kita sebenarnya memiliki sebuah potensi  yang seandainya kita kelola secara efektif, maka akan menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat yang tak tertandingi terutama dalam masalah data, yaitu kekuatan jaringan kita yang solid, luas dan mengakar, tetapi perhatian dan keseriusan kita dalam masalah ini memang masih lemah, maka justru kesadaran akan hal inilah yang semakin menuntut tanggungjawab lebih besar pada kita untuk segera mengambil peran, untuk memikulnya..!!
4. Ketika kita melihat potensi internal & ekspetasi  yang mungkin kita raih, maka strategi yang dirasa tepat adalah bahwa lembaga yang kita khidmahkan pada jama’ah ini haruslah tampak : independent sehingga memungkinkan untuk outsources dan bekerjasama dengan seluruh pihak tanpa kecuali, yang justru akan menjadikannya lebih efektif menjalankan misinya.
5. Pemikiran strategis yang berikutnya adalah menyangkut positioning, dimana kita sengaja mengambil Indonesia Timur sebagai area kerja kita dimana ini akan mengesankan kita menjadi tampak  “spesialis / ahli”, disamping memang sangat sedikit lembaga serupa yang mengkhususkan diri tentang Indonesia Timur, dan ini juga sejalan dengan rentang kendali  atas otoritas kewilayahan yang memang baru disepakati di tingkat Wilda Sulawesi & Wilda Indonesia Timur.
6. Dengan scope Indonesia Timur maka lembaga ini akan langsung tampak besar, yang memiliki jaringan kerja nasional di setiap ibukota propinsi se Indonesia Timur. (berpusat di Makassar dan memiliki kantor cabang di setiap propinsi Indonesia Timur)

7. Keberkahan lain yang bisa dikorelasikan dengan keberadaan lembaga ini adalah :

a. Cover dan alibi yang kuat bagi para PNS  dan para tokoh dan pakar untuk berkontribusi pada kepentingan politik kita tanpa khawatir dengan aturan keterlibatan politik yang membatasi mereka.
b. Menjadi media untuk men-drive para kader –kader da’wah yang memiliki bakat & kecenderungan pada kajian-kajian social, politik, hankam – dimana mereka akan berdiskusi dg para pakar & praktisi peneliti.

c. Lembaga ini akan menjadi sebuah kekuatan politik baru (non formal)  sebagai mitra kritis  bagi pemerintah yang akan terus memberikan solusi  alternative yang didasarkan pada data-data yang valid dan ilmiah.
d. Dan lain-lain yang Allah mengetahuinya.

8. Adapun  lembaga ini akan dibentuk badan hukumnya di Makassar dengan kader inti da’wah sebagai pendirinya, yaitu :

a. Dr Reza M Sadjad (PNS - Dosen Tehnik Unhas), 

b. Setiawan (PNS - Bea Cukai)

c. Mudji Rahmat (PNS - BPKP)

d. Ahmad Hasan (Swasta - BOSOWA) 

e. Winarso (Swasta - Patria Artha) 

f. Arif Rahman Hakim (Legeslator)
9. Untuk menjamin flesibilitas kegiatan yang mungkin kita lakukan maka diusulkan lembaga mengambil  tema kegiatan utamanya adalah : Studi Kawasan  (Regional Studies) – untuk diajukan ke Notaris, sehingga diusulkan : Eastern Indonesian Regional Development Studies, adapun sebagai judul / nama nya ada beberapa usulan al : Bangkit, Muncrat sebagai lawan Percik, he..he..(silahkan usulkan)
10. Adapun ruang lingkup studi yang diusulkan dibidang : Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya & Hankam.

Badan Hukum :
